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BAB V 

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan 

yaitu: 

5.1.1 Pelaksanaan Pembinaan terhadap Pengadilan Agama Padang pada Saat 

Berada di Bawah Kementerian Agama 

Pelaksanaan pembinaan terhadap Pengadilan Agama pada saat masih 

berada di bawah kewenangan Kementerian Agama menunjukkan adanya 

pembagian kewenangan antara fungsi teknis peradilan yang berada di bawah 

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan fungsi organisasi, administrasi, 

serta keuangan yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia. 

Kondisi tersebut mengakibatkan sistem pembinaan belum berjalan secara 

terpadu dalam satu lingkungan kekuasaan kehakiman, sehingga pengelolaan 

kelembagaan Pengadilan Agama masih menghadapi keterbatasan dalam aspek 

manajerial, sumber daya manusia, serta optimalisasi dukungan administratif. 

Meskipun pembinaan dalam bentuk pelatihan dan pengelolaan kepegawaian 

telah dilaksanakan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mampu 

mendukung kemandirian lembaga peradilan secara menyeluruh karena masih 

berada dalam struktur eksekutif. Oleh karena itu, sistem pembinaan pada 

masa tersebut dapat dipahami sebagai salah satu latar belakang penting yang 

mendorong perlunya integrasi kewenangan pembinaan lembaga peradilan 

dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung guna mewujudkan tata kelola 

peradilan yang lebih efektif, profesional, dan mandiri. 

5.1.2 Pelaksanaan Pembinaan terhadap Pengadilan Agama Padang Setelah 

Berada di Bawah Kewenangan Mahkamah Agung Berdasarkan 

Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan 

Organisasi, Administrasi, dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, 

Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Agama ke Mahkamah 

Agung Republik Indonesia 
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Pelaksanaan pembinaan terhadap Pengadilan Agama setelah berada di 

bawah kewenangan Mahkamah Agung Republik Indonesia menunjukkan 

sistem yang lebih terintegrasi melalui penyatuan aspek teknis, organisasi, 

administrasi, dan finansial dalam satu garis koordinasi yang sama. Hal ini 

berdampak pada meningkatnya efektivitas pengelolaan kelembagaan serta 

pengembangan sumber daya manusia aparatur peradilan. Namun demikian, 

keterbatasan jumlah hakim yang belum sebanding dengan beban perkara serta 

kebutuhan kompetensi hukum Islam bagi hakim berlatar belakang sarjana 

hukum umum masih menjadi tantangan dalam optimalisasi pelaksanaan 

pembinaan di lingkungan Pengadilan Agama. 

5.2  Saran 

5.2.1 Mahkamah Agung Republik Indonesia diharapkan dapat terus 

meningkatkan kualitas pelaksanaan pembinaan terhadap Pengadilan 

Agama melalui penguatan kebijakan di bidang sumber daya manusia, 

terutama dalam pemenuhan kebutuhan jumlah hakim serta peningkatan 

kompetensi substantif di bidang hukum Islam, agar proses penyelesaian 

perkara dapat berjalan secara optimal seiring dengan meningkatnya 

beban dan kompleksitas perkara di lingkungan peradilan agama. 

5.2.2 Mahkamah Agung Republik Indonesia diharapkan dapat membuka 

rekrutmen hakim secara berkelanjutan serta melakukan penempatan 

hakim berdasarkan kebutuhan riil pada masing-masing satuan kerja, 

dengan mempertimbangkan kompetensi substantif di bidang hukum 

Islam, sehingga hakim yang bertugas di lingkungan Pengadilan Agama 

benar-benar memiliki kemampuan yang sesuai dalam menangani 

perkara-perkara keperdataan Islam maupun perkara ekonomi syariah 

yang terus mengalami perkembangan. 
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